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ABSTRAK 

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem 

pewarisan ninggal kedaton sebagai sistem hukum adat bali ditinjau dalam perspektif 

Hak Asasi Manusia terutama dalam kajian kesetaraan gender (gender equality), serta 

perlindungan hukum bagi perempuan Bali yang terikat dengan sistem pewarisan 

ninggal kedaton tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual 

approach), dan pendekatan historis (historical approach). Sistem pewarisan adat Bali 

sendiri menggunakan sistem patrilineal dan dikenal dengan status purusha (menganut 

sistem garis keturunan laki-laki). Sistem tersebut dianggap tidak adil mengingat 

seharusnya perempuan sebagai anak juga memiliki hak yang sama dalam mewaris. 

Pada kondisi tersebut menimbulkan bias gender dan tentunya tidak adil pada salah 

satu pihak. Munculnya Putusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 

01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 menjadi sebuah angin segar bagi perempuan Bali 

dalam mewaris. Namun, masih terdapat pembatasan pewarisan yang dikenal dengan 

istilah ninggal kedaton. Ninggal kedaton dikaitkan dengan sebuah tanggungjawab 

(swadharma) ahli waris yang terbagi menjadi ninggal kedaton penuh dan ninggal 

kedaton terbatas. Jika ditinjau ulang, dalam pembatasan tersebut masih tetap dirasa 

kurang adil terutama dalam kajian gender equality. Ketidakadilan ini timbul akibat 

dalam beberapa ketentuan pembatasan memperoleh harta waris bagi ahli waris di Bali. 

Pembatasan yang disebut ninggal kedaton ini masih dianggap mendiskriminasi 

terutama pada perempuan dalam beberapa ketentuan tertentu. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan perlindungan tanpa 

adanya diskriminasi apapun.  

Kata kunci: hukum waris, waris adat Bali, ninggal kedaton, gender equality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

ABSTRACT 

This thesis research aims to find out more about the ninggal kedaton inheritance 

system as a Balinese customary law system in the perspective of human rights, 

especially in the study of gender equality, as well as legal protection for Balinese 

women who are bound by the ninggal kedaton inheritance system. This research uses 

a normative method with a statute approach, conceptual approach, and historical 

approach. The Balinese inheritance system itself uses a patrilineal system and is 

known as purusha status (adheres to the male lineage system). The system is 

considered unfair considering that women as children should also have the same 

rights in inheriting. In this condition, it creates gender bias and is certainly unfair to 

one of the parties. The emergence of the Decision of the Great Pesamuan III MUDP 

Bali Number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 became a breath of fresh air for 

Balinese women in inheriting. However, there are still restrictions on inheritance 

known as ninggal kedaton. Ninggal kedaton is associated with a responsibility 

(swadharma) of the heir which is divided into full ninggal kedaton and limited ninggal 

kedaton. When reviewed, these restrictions are still considered unfair, especially in 

the study of gender equality. This injustice arises from several provisions limiting the 

acquisition of inheritance for heirs in Bali. This restriction called ninggal kedaton is 

still considered to discriminate, especially against women in certain provisions. This 

is not in accordance with Article 3 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia 

Number 39 of 1999 which states that everyone has the right to freedom and protection 

without any discrimination. 

Keywords: inheritance law, Balinese customary inheritance, ninggal kedaton, gender 

equality 
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